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MOTO 
 

No one can be authentically human while he prevents others from being so 
 (Paulo Freire) 
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Perlindungan hak anak merupakan kewajiban mendasar yang mencerminkan 
komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, terutama karena anak-anak, 
sebagai kelompok yang rentan, memerlukan pemenuhan hak-hak dasar mereka 
untuk pertumbuhan, perlindungan, dan pengembangan yang optimal. Pemenuhan 
hak anak atas nafkah dari orang tua pasca perceraian menjadi krusial dengan 
tingginya tingkat perceraian di Indonesia, seperti yang tercatat oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS). Kewajiban memberikan nafkah anak, sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang menunjukkan urgensi dalam memastikan pemenuhan kebutuhan 
fisik, pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak setelah perceraian orang tua. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan nafkah anak dari orang tua 
yang bercerai di Indonesia dan Britania Raya dengan fokus pada perspektif Hak 
Asasi Manusia, khususnya hak anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengevaluasi peraturan perundang-undangan dalam sistem penentuan nafkah anak 
di Britania Raya yang mungkin dapat diadopsi di Indonesia. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian 
melibatkan dua metode, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji 
regulasi dan peraturan terkait, serta pendekatan perbandingan untuk 
membandingkan pengaturan hukum antara Indonesia dan Britania Raya. 
 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa: 
 

1. Dalam konteks pemenuhan hak anak terhadap nafkah pasca perceraian 
orang tua, Indonesia memiliki landasan hukum melalui undang-undang 
seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 
Namun, tantangan muncul akibat ketidakjelasan standar nafkah dan 
keterbatasan regulasi, yang dapat menghambat pemenuhan hak anak. Di 
Britania Raya, Child Support Act 1991 memberikan kerangka hukum yang 
terperinci, termasuk penilaian nafkah anak berdasarkan pendapatan orang 
tua yang tidak tinggal bersama anak. Lembaga Child Maintenance Service 
(CMS) memainkan peran penting dalam menentukan dan menegakkan 
kewajiban finansial bagi anak-anak pasca perceraian. Perbandingan antara 
Indonesia dan Britania Raya menunjukkan bahwa perbaikan dan perkuatan 
sistem hukum di Indonesia diperlukan untuk lebih efektif melindungi hak-
hak anak, sementara Britania Raya telah mengembangkan undang-undang 
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yang lebih spesifik untuk memastikan pemenuhan hak anak secara 
komprehensif dan terstruktur. 

2. Perbandingan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Indonesia 
dan Britania Raya menunjukkan bahwa adopsi undang-undang yang 
spesifik dan terperinci seperti yang dimiliki Britania Raya dapat 
meningkatkan kepastian hukum di Indonesia. Prinsip tanggung jawab 
mutlak orang tua di Britania Raya memberikan dasar kuat untuk 
menguatkan pemenuhan hak anak, melibatkan aspek pemeliharaan, 
pendidikan, dan perlindungan. Adopsi nilai-nilai ini dapat memperjelas 
regulasi Indonesia, menegaskan hak dan tanggung jawab orang tua secara 
eksplisit. Inspirasi dari skema penegakan hukum efektif di Britania Raya, 
termasuk sanksi dan penindakan terhadap pembayaran nafkah anak, dapat 
membantu membangun sistem yang responsif di Indonesia. Meskipun 
perbedaan budaya, adopsi norma dan prinsip dari Britania Raya bertujuan 
meningkatkan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak anak 
pasca perceraian di Indonesia. 
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PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HAK ANAK TERHADAP NAFKAH 
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI INDONESIA DAN  

BRITANIA RAYA 
 

Yasmine Zeta Azzahra 

ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait nafkah anak pasca perceraian 
orang tua di Indonesia, dengan membandingkannya dengan Britania Raya. 
Meskipun Undang-Undang di Indonesia menetapkan kewajiban orang tua untuk 
memberikan nafkah kepada anak, terdapat kekosongan hukum yang memunculkan 
tantangan praktis, seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti pendapatan yang 
tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, Britania Raya memiliki Child 
Support Act 1991, sebuah dasar hukum yang komprehensif dan terus diperbarui. 
Undang-Undang tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk besaran nafkah, 
rentang waktu pembayaran, evaluasi situasi keuangan orang tua, dan hukuman jika 
kewajiban tidak dipenuhi. Indonesia dapat mengambil inspirasi dari pendekatan 
Britania Raya dalam melindungi hak anak, dengan memperkuat kerangka hukum 
untuk memastikan pemenuhan hak anak pasca perceraian secara menyeluruh. Hal 
ini sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak, memastikan 
bahwa hak dan kewajiban orang tua dilindungi dengan baik dalam konteks 
perceraian. Perbaikan pada regulasi di Indonesia perlu dilakukan untuk memastikan 
bahwa hak anak terlindungi sepenuhnya, memberikan pedoman yang jelas dan 
terperinci mengenai kewajiban orang tua pasca perceraian. Dengan demikian, 
diharapkan akan tercipta landasan hukum yang kokoh untuk perlindungan hak anak 
dalam situasi perceraian orang tua di Indonesia. 
 
Kata Kunci: nafkah anak, hak anak, perceraian, Indonesia, Britania Raya 
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